ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi
yangsudah tidak terbendung dewasa ini, tidak hanya menimbulkan dampak
positiftetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif misalnya dengan
adanya‘“globalisasi kejahatan” dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan
kuantitas tindak pidana. Tindak pidana yang marak terjadi dewasa ini berkaitan
dengan eksistensi korporasi adalah tindak pidana korporasi yang akan
menimbulkan dampak serius dan meluas, merusak sendi-sendi kehidupanbangsa
dan mengancam stabilitas Negara. Oleh sebab itu, hukum harus mengambil
kembali peranannya dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat
dan dalam penangannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa yang salah satunya
adalah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat
melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana
pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan
tindak pidana korporasi pada saat ini dan bagaimana pertanggungjawaban hukum
pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada masa
yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah
yuridis normative. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian
ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan
menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa  dalam kebijakan
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak
pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada saat ini
terdapat beberapa kelemahan mengenai kapan korporasi melakukan tindak pidana
korupsi dan masalah sanksi pidana. Oleh karena itu untuk kebijakan
pertanggungjawaban pidana korporasi pada masa yang akan datang menjelaskan
ketentuan tersebut dan penegak hukum dapat menerapkannya

Kata kunci: Kebijakan.
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